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Wacana Bemegara dan Perjuangan Bangsa

SETELAH 50 tahun merdeka
sebagai bangsa dengan berbagai
capaian dan kekurangannya,
tantangan-tantangan apakah
yang kini terbentang di hadap-
an kita? Itulah pertanyaan
utama yang hendak dibicarakan
dalam tulisan ini.

Untuk itu, pengalaman dan
capaian-capaian dalam pasang-
surut hidup bernegara-bangsa
selama setengah abad tak boleh
dibiarkan berlalu tanpa pema-
haman. Dalam keterbatasan-
nya, tulisan ini coba memberi-
kan uraian yang cakupannya
umum dan sifatnya sangat ten-
tatif.

Pelajaran setengah abad
Dalam seperempat abad
pertama perjalanan Indonesia,
kemerdekaan boleh dikata ber-

makna membangun kepercaya- -

an diri sebagai bangsa yang
merdeka, yang berdaulat dalam
mengelola negeri sendiri, dan
bergaul sederajat di hadapan
bangsa-bangsa lain. Untuk
seperempat’ abad berikutnya,
pemaknaannya adalah peme-
nuhan kebutuhan-kebutuhan
material dasar: pangan, san-
dang, papan. Pendek kata, ideo-
logi pembangunan menjadl
upaya untuk memenuhi kebu-
tuhan ekonomi dari bangsa
yang merdeka.

Kedua tahap perkembangan
bangsa tersebut telah memberi-
kan kontribusinya sendiri. Pe-
nguatan identitas diri sebagai
bangsa (di hadapan kolektifitas
asing) telah dilakukan, sedang-
kan pemenuhan kebutuhan
material juga telah diupayakan.

Pada tingkatnya sendiri,
kedua capaian tersebut tentu
harus dlpersoalkan Sudahkah

kesepakatan mendirikan dan
mempertahankan - eksistensi
negara nasional serta limpahan
material itu, memadai sebagai
bekal untuk menghadapi tan-
tangan-tantangan yang akan
datang?

Untuk menjawab pertanyaan
ini, dan berarti memasuki masa-
lah utama yang dibicarakan
dalam tulisan ini, tiga hal perlu
dilakukan. Pertama, menyimak
kembali pelajaran selama 50
tahun menjadi bangsa merdeka
yang melakukan berbagai kegi-
atan bernegara. Kedua, menge-
nali lebenswelt (dunia kehidup-
an) kita saat ini sebagai bangsa.
Ketiga, melakukan proyeksi
agenda perjuangan ke depan,

berdasarkan refleksi atas cita-

cita kemerdekaan bangsa.
Kondisi seperempat
pertama Indonesia
telah memperoleh kritik yang
tajam, bahkan falsifikasi. Untuk
seperempat berikutnya, agak-
nya disadari bahwa pembangun-
an yang berkonotasi sekadar
pertumbuhan ekonomi (dengan
ukuran rata-rata jumlah keka-

abad

" yaan keseluruhan bangsa per-

kapita) memang tak memadai.
Sebab, dimensi pemerataan
(persentase pendapatan per-
kapita atas golongan-golongan
penduduk) juga harus dipertim-
bangkan,

Mengukur keberhasilan pem-
bangunan hanya dengan per-
tumbuhan ekonomi dan pemera-
taan pendapatan, memang be-
lum memadai. Faktor kualitas
hidup fisik (physical quality of
life), kondisi lingkungan hidup
manusia, bahkan kesinambung-
an pembangtman itu sendiri
menjadi persoalan penting yang
harusdiperhatikan. Pengabaian
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merdeka -

akan kualitas hidup manusia
dan perusakan kondisi ling-
kungan, justru mendorong tim-
bulnya aneka krisis dan kema-
cetan-kemacetan dalam pemba-
ngunan.

Meskipun kesemua dimensi
tersebut turut diperhitungkan,
pembangunan yang demikian
masih berwatak materialistik.
Perhatian bahwa pusat utama
pembangunan adalah manusia,
kiranya belum dilakukan sung-
guh-sungguh. Kondisi kemanu-

siaan yang utuh dengan segala

atribut dan kebutuhannya se-
ring diabaikan, seperti tampak
pada keengganan untuk mene-

- gaskan perlindungan atas hak-

hak asasi manusia.

Akibatnya, pembangunan
manusia Indonesia masih juga
diletakkan  dalam perspektif
mengolah, menghasilkan dan
memanfaatkan materi. Hal ini
masih kuat dalam penyelengga-
raan pendidikan, yang hanya
menekankan segi ketrampilan
dan teknik dalam berproduksi,
yang kini disusul dengan gemu-
ruh penguasaan ilmu-pengeta-
huan dan teknologi. Di tengah
kecenderungan reifikasi (pem-
bendaan) ini, pengembalian
manusia ke pusat perhatian
pembangunan justru merupa-
kan keniscayaan.

Indonesia di tengah dunia

Menghadapi proses menuju
rezim liberalisasi perdagangan
dunia dengan GATT (General
Agreement on Trade and Tariffs)
dan WTO (World Trade Organi-
zation), tampak bahwa Indone-
sia- tak dapat mengelak dari

tuntutan-tuntutan dan tantang-
an-tantangan baru. Persiapan
yang selama ini terbangun,
dengan segala kritik dan perba-
ikan yang ada, makin perlu
ditinjau kembali secara seksama
dan persiapan-persiapan baru
harus dilakukan.

Indonesia akan terikat pada
aturan main perdagangan yang
bersifat internasional. Akibat-

. ane risis dan emacetan—kemaceran

nya, pasar domestik dengan
sekitar 200 juta penduduk ha-
rus dibuka, dan negara yang

.berdaulat tak bebas lagi untuk

bertindak dan menentukan
aturannya sendiri tanpa meng-
indahkan batasan-batasan in-
ternasional.

Sementara ketangguhan dan
kemandirian aktor-aktor ekono-
mi swasta dalam negeri yang
kini dominan masih harus dili-
hat secara seksama, proyeksi

kondisi rakyat pada umumnya
menimbulkan keprihatinan
yang mendalam.

Terutama hal ini harus dika-
itkan dengan sempitnya akses
rakyat banyak dalam pengam-
bilan keputusan ekonomi-poli-
tik, perilaku negara dan biro-
krasi yang sering diskriminatif
dan mendorong berkembangnya
penguasaan-penguasaan sum-
berdaya ekonomi hanya di ka-
langan terbatas, berlangsung-
nya keterbukaan sekadar untuk

ikur keberhasilan pembangunan
hanya engan pertumbuhan ekonomi dan
pem taan pei ,aparan, memang belum

keterbukaan, maupun ketidakje-
lasan gambaran masa depan
yang hendak dituju bersama.
Agenda perjuangan
Kesemua itu harus ditanggu-
langi, jika diinginkan kemajuan-
kemajuan yang benar-benar
membawa bangsa ini semakin
mandiri dan berdaulat. Perta-
ma, akses rakyat banyak dalam
pengambllan keputusan ekono-
mi-politik harus makin dibuka,
dan penla.ku diskriminatifnega-

* merdeka.

‘ kan bahwa negara berdiam diri

Cita-cita kita bernegara ‘ada-
lah untuk memakmurkan selu-
ruh rakyat, bukan hanya untuk
golongan-golongan yang terba-
tas atau kelompok yang dekat
dengan penguasa.

Rezim ekonomi internasional
Juga mengharuskan negara agar
mengurangi peran ekonomi- |
politiknya, sehingga peran lang-
sung rakyat banyak harus dibu-
ka. Ini mengharuskan dikem- |
bangkannya kultur otonomi
individu sebagai warga yang
Masyarakat lantas
dapat terlibat secara positif
dalam iklim keterbukaan. Seba-
liknya, keterbukaan harus dia-
rahkan kepada pencapaian
kesepakat-kesepakatan = baru
dalam pengelolaan negara.

Di antara arah baru itu ialalt
meningkatkan peran negara
dalam menjamin hak-hak war-
ganya. Bukankah tak diingin-

ra harus dihindari. ' ‘

melihat kekuatan-kekuatan
modal menggilas warganya?
Bukankah negara didirikan
untuk melindungi segenap ban-
gsa dengan mewujudkan keadil-
an sosial yang menyeluruh?
Jika yang diinginkan adalah
bangsa yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian, agaknya
perjuangan bangsa yang akan
datang justru ditentukan oleh
wacana yang berpusat kepada
persoalan kemanusiaan.**

*) Mohammad Fajrul Fala-
akh, staf pengajar Fak Hukum
UGM, Ketua Tanfidziyah
PBNU. Tulisan ini pernah di-
presentasikan dalam "Seminar
Peringatan 50 Tahun Indonesia
Merdeka", GMNI Cabang Yogya-
karta, 12 Agusn's 1995.




